
GUBERNUR LAMPUNG

PERATT'RAIT GI'BERIITTR LAMPT'NG
rOMOR 31 TAHUN2022

TEIYTAITG

PERT'BAHAN ATAS PERATURAN GTIBERNTTR LAIUPT'NG IYOMOR 2
TAIIUN 2021 TEI|TAITG PEITTAUPAIAI{ LAPORAI{ IIAR'TA KEKAYAAN

PEITYELEN(X}ARA NEGARA DI LIISGKUTGAN PEilERIIYTAII
PROVINSI LAMPT'NG

DEI{GAN RAHDTAT TT'IIAN YANG MAHA ESA

GT'BER.III'R I,AMPT'IYG,

Menimbang a bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang
bersih, efektif, transparan dan akuntabel dalam
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung
Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

bahwa untuk mengefektifkan Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung perlu dilakukan revisi terhadap
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahrurr 2O2l;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2027
tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Lampung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (L,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia 4250)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2O19 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6aoel;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 terltang Hubungan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O22 Nomor 04, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3836);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2O2, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985)
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2Ol9
Nomor O4);

MEMUTUSKAN:

PERATT'RAI{ GI'BERI$T'R TEITTAI{G PERT'BAIIAN ATAS
PERATT'RAIT GI'BERNT'R LAMPTIITG ITOMOR 2 TAHT'N 2021
TEITTANG PEITYAMPAIAN LAPORAIT HARTA KEXAYAAN
PIITTELEI|(X}ARA I{ECARA DI LIITGKT'ITGAIT PEMERINTAH
PROVIilSI LAUPI'I{G.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor
2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2O21 Nomor 2), diubah sebagai
berikut:
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1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pa:el 4
Wajib t apor LHKPN terdiri dari:
a. Gubernur l,ampung;
b. Wakil Gubernur La.mpung;
c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat eselon I.b;
d. Pejabat Tinggi Pimpinan Pratama/ Pejabat Eselon II.a dan ILb;
e. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III.a dan III.b;
f. Bendahara Penerima dan Pengeluaran;
C. Kepala Sekolah SMAN/SMKN; dan Pen-lidikan Khususl
h. Pejabat Fungsional Madya dan Utama kecuali Fungsional Pendidikan;
i. Kelompok Kerja Pengad aan Barang/Jasa; dan
j. Pengelola Anggaran lebih dari atau sama dengan 500 Juta Rupiah.

Pasal II

Peraturan Gubernur la.mpung ini berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi l^ampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1O - lO - 2022

GT'BERII I'R LIIIPT'NG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2022
SEKRTTARIS DAERAII PROVIilSI LAUP['ITG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI L]\MPUNG TAHUIT 2022 NOMOR 33

aslinya
BIRO

a UtaDa Uuda
NIP. 19650905199103lq)4








